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Dukungan PAM Jaya Gugat Mitra Swata

Namun gugatan tersebut,
menurut Ahok juga, belum bisa
membuat Pemprov DKI Jakarta
mengambil alih pengelolaan air
diIbu Kota dari tangan swasta.
“Masalahnya panjang, Itu ma-
salah pidana sama orang men-
curi. Yang masalah ini beda. Itu
bisa jadi alasan sih di pengadi-
lan, jadi bahan persidangan
nanti,” ujar Ahok.

Ahok: Akuisisi Palyja
Terhambat Proses Banding

KEPUTUSAN banding yang dilakukan mi-
tra swasta PAM Jaya yang kalah gugatan
dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastani-
sasi Air Jakarta (KMMSAJ) di Pengadilan
Negeri (PN) Jakarta Pusat ke Pengadilan
Tinggi (PT) DKI Jakarta mendapat tar}ng.a-
ga%%an Galit]):mur i arte Pasuld T Untuk diketahui, sebelumnya

aja Purnama. .

Igia mengatakan, proses banding itu akan Tim Non I?Vf]!lﬂuﬁ Water gul}(\;\g

justru menghambat rencana akuisisi opera- PAM I_aya erhas _rl?en; o

sional air bersih PAM Jaya melalui jalur sembilan pipa tarikan (éora

pembelian saham mitra swastanya tersebut. kawasan Rawa Buaga, eng-

Gubernur yang akrab disapa Ahok itu me- kareng, Jakarta Barat.b enemlslan

nilai, kasus pencurian air oleh perusahaan itu terbilang kfisus‘ g?iiiuk e-

air kemasan di Rawa Buaya, Jakarta Barat HSTDgat pencurian air ;] 3 an

akan menjadi bumerang bagi sidang ban- oleh industri air miner. iama-
ding di PT DKI Jakarta. san dan telah berjala}? s?:u ama

Kasus tersebut bisa menjadi bukti jika bertahun-tahun. Padahal fungsi
mitra swasta mengabaikan kewajibannya. pengawasan dan penindakas

Pasalnya, investigasi dan penemuan kasus

4 Binine L ; terkait pencurian air seharus-
: pencuriar} air bersih itu justru dilakukan nya di bawah tangung jawab
oleh PAM Jaya.

3 - —— Mitra swasta yang mengelola air
Padahal seharusnya itu adalah bersih di wilay?.h tersebut.
tugas mitra swasta pemerintah Sementa'ra i Corporate
tersebut. "Masih maraknya pen- Par;mmumqatmn Hea_d 2
curian ini menunjukan pelaya- * 2¥J2 Meyritha Mar_yamc_e o
nan Palyja makin buruk, dan jnj Yatakan plhak.nya tidak ingin
bisa jadi bukti di pengadilan Lienanggapi apa pun yang ter-
tinggi nanti,” terang Ahok di _kaltmat'e 3 s:dang_bandmg i
Balai Kota, kemarin (22/5). a%can ‘dl gglar di P.exlgadllan
Ahok juga berharap bukti- Tingg ]alt_:arta S Namun
bukti pencurian air di wilayah Tl€n8enal pencurian air L
Palyja yang kian marak nanti sangat serius menaz-lgam‘daq
bisa memperkuat putusan pT embasmi Eeapan ai di
DKI Jakarta untuk memperkuat wilayah kami. Buktu_lya, a‘d :
putusan pengadilan yang ada di P€:emuan 3 WTP di Penja-
bawahnnya. Sehingga pengelo- I1gan Sep fember tahun lalu
laan air minum di Jakarta bisa .d_an gl DERcttaliaiy yang

segera diambil alih oleh Peme- dilakukan pengusaha AMDK di

rintah Provinsi (Pemprov) DKI .]aka}:ta Barat beberapa waktu
Jakarta. lalu, ujar perempuan yang
“Dengan adanya bukti-bukti 2Krab disapa Mey itu. :
pencurian ini, mudah-muda- S€lain itu, ujarnya juga, Paly]z?
han nanti keputusan pengadi- tela_h menurunkan NRW dari
lan bisa menolak banding para S€Kitar 60 persen pada tahun
tergugat,” tegas Ahok juga. 1998 menjadi 39 persen di akhir
Ditanya apa bisa PAM Jaya tahun 2014 lagi. Tiap tahun,
menggugat balik mitra swasta- <2taNya juga, rata-rata Palyja
nya? Ahok mengatakan sangat Memperbaiki kebocoran sekitar
mendukung jika PAM Jaya 40.000-an titik demi untuk

melakukan langkah tersebut,  Menurunkan NRW. "Palyja me-
merlukan dana yangg culkup

besar untuk investasi, khusus-
nya untuk memperbaiki dan
menambabh jaringan. Semua itu
dibutuhkan untuk peningkatan
pelayanan kepada pelanggan
kami,” tegasnya.

Sub Bagian Hukum dan Humas

Sebelumnya, kemenangan
gugatan warganegara (Citizen
Lawsuit/CLS) atas swastanisasi
pengelolaan air bersih yang di-
putus PN Jakarta Pusat pada
bulan lalu disambut penuh ha-
rapan oleh karyawan PAM Jaya.
Karena itu, Aliansi Serikat
Pekerja PAM Jaya (ASPP]) men-.
desak Pemda DKI untuk mema-
tuhi putusan pengadilan terse-
but.

Ketua Umum SPP], Samhari di

sela-sela seminar bertema
"Menuju Pelayanan Masyarakat
yang Prima;” di Wisma Tirta,
Pejompongan, Jakarta Pusat
beberapa hari lalu mengatakan
seluruh karyawan PAM Jaya
baik yang berada di kantor pu-
sat PAM Jaya atau yang ditem-
patkan di kedua mitra swasta
siap mendukung operasi penuh
pengambilalihan pengelolaan
air bersih tersebut,

"Kami yakin 100 persen akan
memberi pelayanan lebih baik
lagi jika PAM Jaya beroperasi
penuh,” ungkapnya. Sebaliknya,
Samhari menuding pengopera-
sian air bersih oleh pihak swas-
ta sejak 1998 silam hingga kini
tidak memberikan peningkatan
layanan. 3

"Kebocoran tetap tinggi, kua-
litas air jelek, ketersediaan air
bersih minim, dan banyak kelu-
han pelanggan,” tukasnya,
Selain itu, kesejahteraan karya-
wan PAM Jaya yang dipekerja-
kan kepada dua mitra swasta
tidak meningkat. Yang terjadi
malah kesenjangan pendapatan
dengan karyawan hasil rekrutan
mitra swasta.

"Padahal dulunya kami inj
dijanjikan akan diperlakukan
adjl. Tidak ada yang lebih kecil,
lyatanya tetap ada kesenja-
ngan,” paparnya.

Padahal, ujarnya juga, pening-
katan kesejahteraan karyawan
itu sebagai salah satu indikator
jika pengoperasian bisnis ber-
jalan dengan sehat. Sayangnya,
ujar Sambhari lagi, Direksi PAM
Jaya belum berbuat banyak atas
hasil putusan CLS tersebut,

"Maklum lah, karena bosnya
kan Pemda DKI, Seharusnya
Pemda DKI dulu yang bersikap,”
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paparnya. Dia berharap, baik
Pemda DKI maupun direksi
PAM Jaya bersikap tegas seperti
direksi PLN. Yakni ketika mitra
swasta menjual listrik lebih ma-
hal kepada PLN, maka Direktur
PLN menggugat mitra swasta-
nya. "Apalagi gugatan itu me-
nang,’ cetusnya juga.
Selebihnya Samhari khawatir,
kontrak dengan mitra swasta -
tidak akan pernah putus walau
perjanjian kerja sama (PKS)
berakhir pada 2023. Sebab yang
terjadi selama ini adalah short
Jall atau defisit PAM Jaya yang
terjadi lantaran tagihan jasa
(water charge) mitra swasta le-
bih tinggi dari tarif air. "Saya
melihat shortfail ini sengaja di-
bikin agar swasta bisa berlanjut
lagi kontraknya,” paparnya.
Selain putusan PN Jakarta
Pusat itu, pada Februari 2015
lalu, Mahkamah Konstitusi
(MK) juga telah membatalkan
Undang Undang Sumber Daya
Air yang salah satu pasalnya
mengatakan swasta bisa me-
ngelola air yang merupakan
kepentingan hajat hidup orang
banvak (dm)

:KMMSAJ terdlrl dan LBH .Jakarta ICW KIARA, KHUHA
Solidaritas Perempuan, Koalisi Anti Utang, Walhi Jakarta
; dan beberapa LSM
2.Tergugat . : Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri
Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi DK Jakarta, DPRD
“Jakarta, PAM Jaya dan turut tergugat PT PAM Lyonnaise
Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta.
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